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BAB V 

KESIMPULAN 

 

1. Pengaturan tindak pidana korupsi mengalami perkembangan dari masa 

ke masa. Efektifitas pengaturan tindak pidana korupsi ini ditentukan oleh 

peran hakim baik dalam kemandirian hakim, kebijakan pertimbangan 

hakim, sampai pada putusan hakim. Seorang hakim tindak pidana 

korupsi dituntut memiliki pengetahuan tentang segala hal yang 

mendukung kebijakan keputusannya. Pada sisi lain pengetahuan hakim 

tersebut juga diharapkan memiliki nilai keadilan, kepastian hukum, dan 

kemanfaatan bagi masyarakat disetiap putusan yang telah ditetapkan 

kepada para terdakwa tindak pidana korupsi. Dasar inilah yang 

menentukan apakah kebijakan seorang hakim khususnya dalam praktik 

tindak pidana korupsi dapat mumpuni untuk melahirkan putusan-putusan 

yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Terdakwa 

Rahudman Harahap pada masa selaku Pj. Sekretaris Daerah Pemerintah 

Kabupaten Tapanuli Selatan dituntut oleh jaksa penuntut umum karena 

diduga telah melakukan tindak pidana korupsi yang diadili di Pengadilan 

Tindak Pidana Korupsi Medan pada tanggal 25 April 2013. Hakim 

memberikan putusan bebas kepada terdakwa setelah melakukan 

pertimbangan berdasarkan bukti dan saksi yang hadir pada persidangan 

itu. Analisis yuridis penulis terhadap putusan yang diberikan hakim 
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kepada terdakwa berdasarkan fakta-fakta dalam persidangan kurang 

memberikan nilai-nilai keadilan dan kepastian hukum serta kemanfaatan 

kepada masyarakat. Hakim dinilai memberikan putusan tidak 

berdasarkan peraturan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 

Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 

1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat 

(1) ke-1 KUHPidana, bahwa telah melakukan perbuatan memperkaya diri 

sendiri atau orang lain atau suatu korporasi. Secara yuridis terdakwa 

Rahudman Harahap telah melakukan perbuatan melawan hukum, karena 

telah turut serta melakukan perbuatan menguntungkan orang lain yaitu 

Amrin Tambunan selaku bawahannya, hal tersebut berkaitan dengan 

pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 UU No.31 Tahun 1999 sebagaimana diubah 

dengan UU No.20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. 

Walaupun para saksi yang dihadirkan kebanyakan tidak memberikan 

kesaksian bahwa terdakwa Rahudman Harahap telah melakukan 

kejahatan korupsi, tetapi telah banyak barang bukti yang sudah 

menunjukkan bahwa terdakwa telah melanggar Undang-Undang Nomor 

20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi yaitu turut serta 

memperkaya Amrin Tambunan, yang mana Amrin Tambunan telah 

dijatuhkan hukuman pidana oleh Hakim. Dalam hal ini Hakim dinilai 

kurang cermat dalam memberikan putusan terhadap terdakwa 

Rahudman Harahap sehingga memberikan pertanyaan besar kepada 
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masyarakat karena tidak memberikan kepuasan dari nilai keadilan, 

kepastian hukum, dan kemanfaatan, khususnya masyarakat Kota Medan 

dan Kabupaten Padang Sidempuan. 

2. Upaya hukum yang dapat dilakukan Jaksa Penuntut Umum dalam 

Putusan Bebas terhadap Rahudman Harahap adalah Upaya Kasasi Demi 

Kepentingan Hukum. 
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